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ABSTRAK

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta
penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan
rutuin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan
daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Penerapan peraturan perundang-
undangan tentang  ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga
keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan
pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka
meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
merupakan salah satu solusi dalam perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha
agar dapat terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sangat berarti
dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para
pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah
pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi.

Kata kunci : Hak dan Kewajiban, Perlindungan hukum pekerja



ABSTRACT

Economic demands urgent and reduced opportunities and income in
agriculture which do not provide a proper yield and rutuin, and the opportunity
to work in industry has strong appeal for women workers. Implementation of
the legislation on employment is also intended to maintain the balance /
harmony of the relationship between the rights and obligations of employers
and workers / laborers so that the continuity of business and employment in
order to increase labor productivity and labor welfare can be guaranteed.

Law No. 13 of 2003 on employment is one of the solutions in the
protection for workers and employers in order to be fulfilled the rights and
obligations of each party. Very significant in regulating the rights and
obligations for workers and employers in implementing a mechanism
production process. No less important is the protection of labor that aims to be
able to guarantee the basic rights of workers / laborers and ensure opportunities
and non-discrimination.

Keywords: Rights and Obligations, the legal protection of workers
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Aturan hukum untuk pekerja perempuan berbeda dengan pekerja laki-
laki, seperti cuti melahirkan, cuti haid dan cuti keguguran. Hak cuti
melahirkan, keguguran dan haid merupakan hak yang harus didapatkan
pada pekerja wanita jika hal tersebut dirasa tidaklah terlalu penting bagi
perusahaan akan timbul berbagai kendala pada pekerja perempuan yang
dapat merugikan pekerja itu sendiri dan perusahaan. Begitu pula dengan
kewajiban yang harus di laksanakan bagi pekerja perempuan apabila
kewajiban tersebut tidaklah terlaksanakan oleh pekerja itu akan
menimbulkan masalah tersendiri bagi pekerja, namun pada praktiknya
tidaklah semua perusahaan mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh
Pemerintah tersebut meskipun hal tersebut merupakan kewajiban

pengusaha yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

2. Perlindungan Hukum pekerja wanita yakni Cuti melahirkan, keguguran

dan cuti dalam masa haid telah diatur dalam pasal 81 dan pasal 82
Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang merupakan aturan
bagi pengusaha yang memperkerjakan wanita. Dalam masa melahirkan,
keguguran, dan haid wanita memerlukan istirahat yang cukup
perusahaan yang memiliki pekerja wanita sebaiknya mengingatkan bagi
pekerja yang akan mengalami hal tersebut. Adapun perusahaan yang

tidak melaksanakan hal tersebut, jika pekerja wanita tidak mendapatkan



3. cuti tersebut berbagai macam penyakit yang dapat timbul bagi pekerja wanita seperti
lemas, jahitan pada proses melahirkan akan terinfeksi, pendarahan yang sangat hebat
dan penyakit lainnya. Pada dasarnya perlindungan pekerja wanita dapat di lindungi
melalui Peraturan Perusahaan, Undang-Undang, dan perjanjian Kkerja, jika pekerja
wanita belum mendapat perlindungan dari hal tersebut dan timbulnya permasalahan
dapat diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah, mufakat, melalui proses
Bipartit, Tripartit selanjutnya apabila lembaga-lembaga penyelesaian sengketa jalur
tersebut dirasa kurang ditemui jalan keluar penyelesaian dapat di tempuh di jalur
pengadilan para pihak melalui pilihan proses hukum selain PHI yaitu Konsiliasi dan

Abitrase.
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